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T E N T A N G

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan
salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kepemerintahan
yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan,
pelayanan dan keterbukaan informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
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Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

www.djpp.kemenkumham.go.id



2011, No.1733

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format baik sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-
elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim oleh organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan informasi organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan/atau penyelenggaraan badan publik
lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah
badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggarannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik
melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi.

5. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan
Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
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7. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang
merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dari
atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

8. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah petugas yang
melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi publik.

9. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

10. Media Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai
sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang
bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

13. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

14. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau
sebaliknya.

15. Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu informasi
yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

16. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan
hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materil yang
diderita oleh penggugat.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pelayanan informasi publik Kementerian adalah :

a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.

b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia
sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.

c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi
Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-
Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
Informas Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Tujuan pelayanan informasi publik Kementerian adalah :

a. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi
dengan pemohon dan pengguna Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang baik.

c. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

PPID

Bagian kesatu

Tata Cara Pengangkatan PPID

Pasal 4

(1) PPID diangkat dan/atau ditunjuk oleh Menteri.
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